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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan sebagai berikut, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.  
2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan”, menyatakan bahwa :
“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan atas anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah uasaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional”.
                                                               


   
      (2002 : 27)

Pengertian koperasi menurut Ign Sukamdyo dalam bukunya “Manajemen Koperasi”, menyatakan bahwa :
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.                                              
        (2001 : 2)

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
2.1.2 Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi bersifat demokratis, menjunjung tinggi kebersamaan, bersifat kekeluargaan dan keterbukaan.

Menurut Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992, Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu :

“1.  Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan   memperoleh keuntungan ekonomis.

 2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota.

3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota   yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasakan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya adalah terbatas artinya tidak memiliki suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

6. Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain”.   
Berdasarkan kutipan di atas koperasi memiliki ciri-ciri yaitu badan usaha yang memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan anggota, keanggotaan koperasi bersifat sukarela, pengelolaan koperasi atas keputusan para anggota, pembagian pendapatan ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa anggota kepada koperasi, dan koperasi bersifat mandiri.
2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi. Berdasarkan hal tersebut Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan”,  menggolongkan koperasi ke dalam empat jenis, yaitu :

“1. Koperasi Konsumen

Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

2. Koperasi Produsen 

Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

3. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama”.

                                                                                                      (2002 : 27)
2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi
Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. 

Menurut UU Koperasi No. 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu :
1. Koperasi Simpan Pinjam 

Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpann dan pinjaman

2. Koperasi Konsumen 

Koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi
3. Koperasi Produsen 

Koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya

5. Koperasi Jasa

Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. 

2.1.5 Bentuk Koperasi
Koperasi dapat digolongkan dalam berbagai bentuk berdasarkan kegiatannya dan usaha utama koperasi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU Koperasi No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk :
1. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang.

2. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi serta dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi.

2.1.6 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi sangat penting di dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta di dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. 

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, bab III, bagian pertama, pasal 4, tentang fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam menjalankan ekonominya, koperasi melaksanakan prinsip koperasi, yaitu sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Kemandirian. 

6. Pendidikan perkoperasian.

7. Kerjasama antar koperasi.   
2.1.7 Keanggotaan Koperasi

Sebagai satu perkumpulan, koperasi tidak mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya, sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal. Anggota koperasi penting peranannya demi majunya koperasi itu sendiri. Menurut ketentuan pasal 17 ayat (10) UU Koperasi No. 25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mematuhi anggaran dasar koperasi

2. Mematuhi anggaran rumah tangga koperasi

3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi 

4. Mematuhi hasil keputusan-keputusan rapat anggota koperasi.

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan 

6. Menghadiri rapat anggota dan diambil dengan cara aktif rapat anggota 

7. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas usaha koperasi 

8. Berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan koperasi 

9. Bertanggung jawab dalam hutang-hutang koperasi.

Sedangkan hak dari setiap anggota koperasi seperti tercantum di dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) UU No. 25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hadir dalam rapat anggota

2. Menyatakan pendapat di dalam rapat anggota

3. Memberikan suara di dalam rapat anggota 

4. Memilih dan atau dipilih di dalam kepengurusan (sebagai pengurus atau pengawas)

5. Meminta ditiadakannya rapat anggota menurut ketentuan di dalam anggaran dasar

6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak

7. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dalam koperasi

8. Mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha 

9. Menerima pengembalian uang simpanan sebagai anggota 

10. Menerima bonus dan atau bunga atas modal saham, obligasi dan sebagainya

11. Menerima kembali modal saham, obligasi jika anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota atau koperasi tersebut bubar

12. Mengawasi jalannya organisasi koperasi 

13. Mendapatkan keterangan-keterangan tentang perkembangan dari koperasi.

2.1.8 Landasan dan Tujuan Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. 

Pada pasal (2) Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa :

“Koperasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan”.
        (2006:20)
Sedangkan pada pasal (3) Undang-Undang N0.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
        (2006:35)

Sedangkan tujuan koperasi dari segi kepentingan anggota menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa :

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota :

a. Pemberian jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi anggota 

b. Peningkatan taraf hidup anggota 

c. Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi 

2. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat :

a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan berkoperasi

c. Meningkatkan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi 

d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja

e. Membantu pelayanan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat 

f. Membantu usaha-usaha sosial dalam masyarakat sesuai pasal 34 Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

g. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat

3. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah :

a. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat perdemokrasian ekonomi)

b. Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan

c. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

d. Partner pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian Indonesia

Sedangkan landasan koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil

Landasan Idiil adalah pancasila yaitu kelima sila dari pencasila yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, pancasila-pancasila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.
2. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

Landasan Struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan Operasional

Landasan Operasional koperasi adalah GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia.

4. Landasan Mental

Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental jadi sebagai kedua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi. 

2.2 Pengertian Kredit

Dalam bentuk bahasa latin kredit disebut credete yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kepercayaan kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya.
Kredit didefinisikan oleh Kamus Besar Akuntansi, adalah sebagai berikut :

“Kemampuan individu atau perusahaan yang diakui untuk mempertimbangkan uang dengan prospek pembayaran uang tersebut secara tepat”.                                                                                        

                                                                                              

    (2006 : 102)    
Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”,

kredit didefinisikan sebagai :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

  








    (2006 : 102)
Sedangkan kredit yang didefinisikan oleh Rolling G Tomas yang diterjemahkan oleh Hadi Widjadja dan R.A Rivai Wirasasmita dalam bukunya “Analisa Kredit”, menyatakan bahwa kredit :
“Kredit itu didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

                                                                                                                    (2000 : 6)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian peminjam uang antara dua pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan asas kepercayaan serta dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diatur dengan uang.
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan pemberi, pihak pemberi pinjaman. Tujuan pemberian kredit juga tidak bisa dilepaskan dari misi pihak pemberi pinjaman. 

Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, adalah sebagai berikut :

“1. Mencari Keuntungan 

  2. Membantu Usaha Debitur

  3. Membantu Pemerintah”.

                                                                                                         
    (2006 : 105)
Penjelasan dari tujuan pemberian kredit di atas adalah sebagai berikut :
1. Mencari Keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada pihak debitur.

2. Membantu Usaha Debitur

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha debitur yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah sudah banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditur, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.
Sedangkan fungsi kredit menurut Kasmir dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, adalah sebagai berikut :

“1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

4. Untuk Meningkatkan Peredaran Barang

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional”.

                                                                                                (2006 : 107)
Penjelasan dari fungsi kredit di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Uang yang disalurkan melalui kredit akan beredar dari satu wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit. Maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.
3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh pihak kreditur akan dapat digunakan oleh pihak debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Untuk Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah bertambah atau kredit dapat juga meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagi alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi pihak kreditur pemberian kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha, begitu juga dengan pihak debitur yang sedang mengalami kesulitan modal.
7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.
8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamain dunia.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah. Sedangkan fungsi kredit adalah sebagai berikut :
1. Kredit pada hakikatnya daya guna uang

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

3. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 
2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya.

Jenis kredit menurut Thomas Suyatno dalam bukunya “Dasar-Dasar Perkreditan”, menyatakan bahwa : 
Jenis-jenis kredit adalah :

“1. Menurut Kegunaan Kredit
  2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit

  3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya
  4. Menurut Cara Pembayarannya
                  (2000 : 19)
Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis kredit yang disebutkan di atas :

1. Menurut Kegunaan Kredit
a. Kredit Konsumtif
Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
b. Kredit Produktif
Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi
c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali

d. Kredit Modal Kerja

Untuk tujuan modal kerja
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
a. Kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun
b. Kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun

c. Kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu > 3 tahun
3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya
a. Kredit tanpa jaminan, yaitu yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit

b. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyertakan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran

4. Menurut Cara Pembayarannya
a. Pinjaman Angsuran
Pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap. 

b. Pinjaman Tetap
Pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu. 
c. Demand Loan (Permintaan Pinjaman)

Pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.
d. Pinjaman Promes

Pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Bank dan lembaga Keuangan Lainnya”, menjelaskan bahwa jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu :

“1. Dilihat dari Segi Kegunaan 

  2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

  3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu Kredit

  4. Dilihat dari Segi Jaminan

  5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha”.

 







        (2002:99)
Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis yang disebutkan diatas sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan 
Maksudnya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambah terdapat beberapa jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, yaitu :
a. Kredit investasi, yaitu kredit yang penggunaannya dtujukan untuk pembelian barang-barang modal atau aktiva tetap perusahaan yang tidak habis dipakai dalam satu siklus produksi. Misalnya tanah dan bangunan gedung, pabrik, peralatan, mesin-mesin, kendaraan dan sebagainya.

b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang penggunaanya untuk membiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, misalnya bahan baku, bahan pembantu, biaya operasional. 
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk kperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu :

a. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsikan atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 
3. Dlihat dari Segi Jangka Waktu Kredit
Artinya lama masa pembayaran kredit dimulai dari pertama kali sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini terdiri dari :

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.
4. Dilihat dari Segi Jaminan
Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan kredit yang diberikan. Jenis kredit ini adalah :

a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jeminan tertentu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tabpa jamnian barang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit ini terdiri dari :

a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b. Kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang misalnya peternakan kambing dan sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi, yaitu deberikan kepada kalangan para professional, seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.  
Dari uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kredit dapat dilihat dari segi kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu kredit, jaminan, dan sektor usaha lainnya. 
2.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain kata kredit mengandung unsur-unsur yang dieratkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara soal kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut yang ditulis oleh Kasmir dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan”, hal yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

“1. Kepercayaan 

  2. Kesepakatan

  3. Jangka Waktu

  4. Resiko

  5. Balas Jasa”.
                                                                                                           (2006 : 103)
Uraian mengenai unsur-unsur kredit di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan 

Kesepakatan di tuangkan dalam suatu bentuk pernjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kedua belah pihak sebelum kredit di luncurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Untuk kondisi tertentu jangka waktu pengembalian kredit dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. Resiko 

Akibat adanya tanggal waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit semakin panjang.
5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang lebih kita kenal dengan istilah bunga. 

Sedangkan unsur-unsur kredit menurut Thomas Suyanto dalam bukunya “Dasar-Dasar Perkreditan”, adalah sebagai berikut :

“1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of fisk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa”.                           
                                                                                                                   (2003 :14)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari kepercayaan, waktu, kesepakatan, risiko, dan prestasi.
2.2.4 Penilaian Kredit

Menurt Warman Djohan dalam bukunya yang berjudul “kredit Bank”, terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam penilaian kredit, yaitu :

“1. Prinsip 5 C

  2. Prinsip 5 P

  3. Prinsip 3 R”.

      (2000:106)
Uraian mengenai prinsip dalam penilaian kredit adalah sebagai berikut :
1. Prinsip 5 C
1. Character
Menilai moral, watak atau sifatsifat yang positif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Capacity
Penilaian tentang kemampuan keuangan perusahan untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.
3. Capital
Penilaian atas kemampuan keuangan perusahan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri.

4. Collateral
Collateral adalah jaminan atau kemampuan perusahaan untuk menyerahkan barang jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diajukan.
5. Condition Of Economy
Menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu periode tertentu, termasuk peraturan pemerintah setempat.     
2. Prinsip 5 P
1. People
Yaitu penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam usaha calon debitur.
2. Purpose
Yaitu, sasaran dan tujuan pemberian kredit tujuan penggunaan kredit yang diajukan apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut selanjutnya bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai denagan tujuan semula.

3. Payment
Yaitu, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang dihasilkan dengan demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar lagi kreditnya.

4. Protection
Yaitu, langkah-langkah dalam mengatasi resiko apabila usaha debitur gagal. Dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya maka bank perlu untuk melindungi kreditnya diberikan antara lain dengan meminta collateral (jaminan) dari debitur bahkan mungkin pula baik jaminan maupun kreditnya diasuransikan.
5. Perspective
Yaitu, menganalisis kondisi perusahaan dan perspective mendatang. 
3. Prinsip 3 R
1. Return (Hasil yang dicapai)

Yaitu, berapa besar hasil atau perolehan yang diharapkan dapat diperoleh apabila memberikan kredit kepada seorang debitur. Hasil tersebut tidak hanya berasal dari bunga kredit, tetapi juga dari pendapatan-pendapatan lain (fees) yang diterima bank yang berasal dari kegiatan-kegiatan keuangan debitur melalui bank tersebut.

2. Repayment Capacity (pembayaran kembali)

Yaitu, bank akan menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga mampu membayar kembali pinjaman kreditnya.
3. Risk Bearing Ability
Yaitu, bank harus mengetahui dan menilai sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian dalam penggunaan kredit seandainya terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. 
2.2.5 Kredit Anggota

Kredit adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam, untuk mengembangkan atau meningkatkan taraf hidup anggota yang lebih baik. Kredit anggota diutamakan untuk membiayai kebutuhan hidup anggota, namun dengan adanya kebijaksanaan dari koperasi simpan pinjam itu sendiri. Kredit anggota dapat memiliki taraf hidup golongan menengah ke atas.

Jenis-jenis kredit pada koperasi simpan pinjam menurut Arifin Sitio dalam bukunya “Koperasi Teori dan Praktik”, adalah sebagai berikut :
“1. Kredit (Pinjaman) di Bawah Simpanan 

 2. Kredit (Pinjaman di Atas Simpanan”.                                         
                                                                                                      (2001:119)
Adapun uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Kredit (Pinjaman) di Bawah Simpanan

Suatu fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam dimana jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar 90% nya dari simpanan wajib calon nasabah tersebut. Penggunaan kredit (Pinjaman) di bawah ini, oleh debitur digunakan : biaya sekolah, biaya hidup, pembelian rumah, renovasi, biaya pengobatan dan lain-lain.

2. Kredit (Pinjaman) di Atas Simpanan

Suatu fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam bagi anggotanya, dimana jumlah kredit yang diberikan sebesar lima kali dari jumlah simpanan wajib calon nasabah tersebut dengan harus menggunakan jaminan. Penggunaan kredit (pinjaman) di atas simpanan ini, besarnya digunakan oleh debitur adalah untuk : permodalan, pembelian, dan hal lain yang pengendaliannya cukup besar.
2.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit di Koperasi
Secara umum pelaksanaan pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang di tuangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi :
a. Latar belakang pemohon kredit

b. Maksud dan tujuan 

c. Besarnya kredit jangka waktu

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

e. Jaminan kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.
3. Wawancara ke I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas permohonan kredit sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan pihak yang meminjamkan.
4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan untuk kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara ke I.
5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon peminjam menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.
9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang secara realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. 
koperasi, simpanan titipan, serta cadangan dan keuntungan dari penjualan. Simpanan wajib dan simpanan sukarela dibayarkan para anggota setiap bulan dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui pemberian kredit. Besar pemberian kredit kepada anggota adalah sebagian dari dana yang dimiliki koperasi. 

Kredit yang diberikan oleh koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan bagi anggota. Maka, koperasi harus melakukan beberapa proses terhadap anggota yang akan melakukan kredit Jumlah pemberian kredit selain dapat memperoleh keuntungan bagi koperasi juga dapat menimbulkan resiko apabila pihak koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan resiko yang timbul akan mengganggu kelancaran usaha koperasi. Agar dalam pemberian kredit berjalan dengan lancar maka koperasi tersebut diperlukan suatu pelaksanaan pemberian kredit, karena lambatnya dalam pencairan pinjaman di koperasi dan bank, sedangkan si peminjam butuh untuk modal, maka koperasi harus melakukan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Manunggal Karsa PT. Grandtex Bandung”.   

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah yang akan dibahas adalah :


